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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.  Alasan Pemilihan Judul

Menurut Saiman (2002), kesekretariatan adalah aktivitas pada sekretariat
yakni menujukan tata kerja atau proses kerjanya sekretariat. Kesekretariatan
bersifat aktif dan dinamis dalam kegiatan jasa-jasa perkantoran, terutama yang
sangat berkaitan dengan proses adminitrasi. Sekretariat sendiri menurut Kamus
Umum Bahasa Indonesia yaitu pekerjaan, segenap urusan sekretaris atau dapat
berarti pula kepaniteraan. Sedangkan sekretaris adalah orang, pegawai, atau
karyawan yang diberi tugas dan pekerjaan berhubungan dengan masalah rahasia
Negara atau perusahaan. Menjadi seorang sekretaris akan terus dihadapkan
dengan banyak orang, maka dari itu seorang sekretaris harus mampu
berkomunikasi dengan baik karena sekretaris merupakan wajah dari sebuah
perusahaan/instansi. Oleh karena itu untuk bisa berkomunikasi dengan baik
sesesorang sekretaris harus mempelajari tentang humas atau public relation.

Humas atau public relations merupakan bagian dari kesekretariatan.
Menurut Moore (2004) Istilah hubungan dengan masyarakat mecangkup
hubungan dengan masyarakat luas, baik melalui publisitas khususnya fungsi-
fungsi organisasi dan sebagianya berkaitan dengan usaha menciptakan opini
publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Public relations
merupakan profesi yang menghubungkan antar lembaga atau organisasi dan
publik yang ikut menentukan kelangsungan hidup lembaga tersebut. Oleh karena
itu, public relations memegang peran penting untuk menumbuhkan hubungan
baik antara segenap komponen, memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi
dan partisipasi. Public relations pada dasarnya menciptakan kerja sama
berdasarkan hubungan baik dengan publik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan instansi yang
bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi

kewenangan daerah yang sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang



berkedudukan dibawah dan bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah yang terletak di JI. Jawa, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Jember.

Bidang Pemerintahan Desa Merupakan bidang yang bertangung jawab
langsung pada kepala dinas dalam menyelengarakan kebijakan pemerintahan yang
mempuyai tugas meliputi adminitrasi pemerintahan desa, pengembangan desa
dan kerja sama desa .

Dalam sebuah perusahaan atau instansi biasanya bidang humas atau
public relations berdiri sendiri. Namun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Jember bidang humas tidak berdiri sendiri tetapi gabung
dalam beberapa bidang yang melakukan kegiatan kehumasan. Salah satunya
bidang yang melakukan kehumasan atau Public Relations adalah Bidang
Pemerintahan Desa.

Humas tersebut dibutuhkan di sebuah perusahaan maupun instansi negeri
dan swasta salah satunya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember. Kegiatan humas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Jember seperti sosialisasi kewenangan desa, sosialisasi IDM
(Indeks Desa Membangun), sosialisasi produk hukum daerah tentang pendidikan.
Pada saat ini humas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sedang
melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan Bupati kepada masyarakat Kabupaten
Jember, dalam memberikan sosialisasi tersebut bidang pemerintahan desa terjun
langsung kepada masyarakat kabupaten Jember.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis memilih judul *“
Pelaksanaan Hubungan Masyarakat Dalam Sosialisasi Pemilihan Kepala

Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember *



1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata :
1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan praktek
kerja nyata ini, meliputi :

a. Untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan humas pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

b. Untuk membantu pelaksanaan humas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Jember.

1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegunaan yang diperoleh dalam melaksanakan Praktek Kerja

Nyata ini, meliputi :

a. Sebagai pengenalan dan pengalaman praktis bagi mahasiswa di bidang humas
di dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

b. Untuk menjembatani perusahaan atau instansi dengan lembaga pendidikan
Universitas Jember untuk kerja sama yang lebih baik yang bersifat akademis
maupun non akademis.

c. Membantu instansi dalam melakukan kegiatan atau tugas-tugas yang

berkaitan dengan instansi.

1.3. Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaa Praktek Kerja Nyata
1.3.1. Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Objek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang terletak di Jl. Jawa
Tegal Boto Lor Sumbersari, Jember, mulai 7 Januari 2019 — 15 Februari 2019
1.3.2. Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan setiap hari jam kerja efektif, terhitung
mulai tanggal 7 Januari s/d 15 Februari 2019 atau kurang lebih 144 jam kerja
efektif, dimana dilaksakan 8 jam dengan alokasi waktu sesuai jam kerja di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan jam kerja seperti

berikut ini :



Tabel 1.1. Jam Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Hari Jam Kerja
1 Senin — Jum’at Pukul 08.00 — 15.00 WIB
2 Istirahat Pukul 12.00 — 13.00 WIB
3 Sabtu — Minggu Libur

1.4. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember seperti pada tabel berikut ini :
Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No

Minggu ke-

Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3

4

5

Menyerahkan proposal dan surat ijin
Praktek Kerja Nyata pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Jember

Perkenalan dengan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember dan karyawan yang

bersangkutan

Menerima penjelasan dan mempelajari
Humas yang ada di Bidang

Pemerintahan Desa

Membantu dan menyelesaikan tugas-
tugas yang berkaitan dengan humas

yang ada di Bidang Pemerintahan Desa

Mengumpulkan data dan menyusun
catatan penting untuk membuat konsep

laporan PKN

Penyusunan Laporan PKN




1.5 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata
1. Kesekretariatan

2. Hubungan Masyarakat



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian
Kesekretariatan mempuyai beberapa bidang ilmu, salah satunya adalah

Humas atau Public Relations. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai Humas

ada baiknya jika mengetahui terlebih dahulu apa itu sekretariat, kesekretariatan,

sekretaris, dan humas. Berikut adalah Pengertiannya:

2.1.1 Pengertian Sekretariat

Sekretariat adalah organisasi yang tugas pokoknya melaksanakan berbagai
kegiatan atau kerja ketatausahaan . Sementara itu, menurut Nurasih dan Sri

Rahayu (2015) pengertian sekretariat menurut pendapat beberapa para ahli :

a. Edward Conrad dan Arnold Jonh Zucher, sebuah kantor atau badan yang
melakukan maupun mengerjakan pengajaran dan sejumlah fungsi-fungsi
sekretariat.

b. Jess Stein, sebagai kantor atau penjabat yang dipercayai untuk melakukan
pengarsipan dan tugas sekretariat.

c. Func & wagnals, keseluruhan staf secretariat pada suatu kantor,khususnya
departemen atau lembaga pemerintah keuangan dipimpin oleh sekretariat.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas , dapat disimpulkan bahwa
sekretariat adalah sebagai satuan organisasi yang didalamnya beserta para
pembantunya melakukan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok

atau adminitrasi kantor maupun manajemennya.

2.1.2. Pengertian Kesekretariatan

Sekretariat berasal dari kata “secretum dan secretarium” yang artinya
jabatan dalam memegang suatu yang rahasia. Sedangkan pengertiaan
kesekretariatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang sekretaris. Jadi
kesekretariatan menunjukan aktifitasnya dan saat kerjanya sebagai sekretaris yang

memperoleh peningkatan karier sesuai dengan kedudukannya berarti mempuyai



kepercayaan untuk menyimpan seluruh keterangan yang diberikan oleh atasannya.

Berikut pendapat menurut para ahli:.

a. Menurut Sedarmayanti (2014), kesekretariatan adalah segala kegiatan yang
dilakukan oleh sekretariat. Jadi kesekretariatan menyatakan kegiatan dan tata
kerjanya . Sekretariat merupakan tempat sekretaris bertugas, yang kemudian
berkembang menjadi satuan organisasi dimana sekretaris melakukan tugas dalam
bidang perkantoran.

b. Menurut Saiman (2002), kesekretariatan ialah aktifitas yang dilakukan pada
sekretaris yakni menunjukan tata kerja atau proses kerjanya secretariat.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas , dapat disimpulkan bahwa
kesekretariatan adalah sebagai suatu organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan
penataan terhadap pekerjaaan perkantoran dan bantuan lainnya yang dilaksanakan

sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi di capai dengan lancar.

2.1.3. Pengertian Sekretaris
Kata sekretaris berasal dari bahasa Latin “secretum” yang artinya rahasia.

“«“

Kata “secretum® tersebut kemudian berubah menjadi kata “secretarius” dalam
bahasa Prancis, “secretary” dalam bahasa Inggris, serta “secretaries” dalam bahasa
Belanda. Apabila diuraikan lebih lanjut lagi, kata sekretaris dalam bahasa Indonesai
merupakan serapan dari istilah secretaries dalam bahasa Belanda. Sesuai dengan asal
pembetukan katanya, sekretaris dapat dipahami sebagai orang yang dapat menyimpan
rahasia atau hal-hal yang bersifat penting yang tidak dapat diinfokan kepada
sembarangan orang. Berikut pendapat menurut para ahli:

a. Menurut H'W Fowler dan F.G. Fowler yang dikitip Nani Nuraeni, (2008),
sekretaris adalah orang yang berkerja pada orang lain untuk membantu
korespodensi, pekerjaan tulis, mendapatkan informasi, dan masalah-masalah
lainnya.

b. Menurut Louis C. Nanassy dan William Selden, yang dikutip oleh Sutarto

(1997), sekretaris adalah seorang pegawai kantor yang memiliki kedudukan yang



lebih bertangung jawab dari pada seorang stenographer dan tugas-tugasnya yang
biasanya meliputi pengambilan dan penyalinan dikte, berurusan dengan publik
untuk menjawab telepon, mengundang pertemuan, membuat perjanjian dan
memelihara dan mengarsipkan warkat, surat-surat dan lain-lain.

c. Menurut M.G.Hartini Hendarto dan F.X. Tulusharyono, (2003), sekretaris adalah
orang yang membantu seseorang, yaitu pimpinan, dalam melaksanakan tugas

perkantoran yang timbul dari tugasnya sebagai pimpinan.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas , dapat disimpulkan bahwa sekretaris
adalah seseorang yang dapat dipercaya oleh pimpinan dalam membantu
memperlancar pekerjaan, terutama untuk menyelengarakan kegiatan adminitratif
yang menujang kegiatan manajerial pimpinan atau kegiatan operasional perusahaan,
serta membantu pimpinan dalam membina tata hubungan (komunikasi) dengan

bawahan maupun pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan.

2.2. Pengertian Humas atau Public Relations

Humas atau pulic relations adalah seni menciptakan pengertian publik yang
lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu
atau organisasi. Berikut pendapat menurut para ahli:

a. Menurut Public Relations News Frazier (2004), humas adalah fungsi manajemen
yang mengevaluasi sikap publik, mengidentivikasi kebijakan dan prosedur
seseorang individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan
menjalankan program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik.

b. Menurut Abdurrahman (1993), PR mempunyai dua pengertian, yaitu public
relations dalam arti teknik komunikasi dan public relations sebagai metode
komunikasi. Penggunaan teori dan metode public relations seperti jurnalistik,
propaganda, periklanan, dan publisitas bertujuan memunculkan dan membentuk
pengertian (good will), dukungan dan citra positif dan publiknya, baik internal

maupun eksternal.



c. Menurut Kasali (2005), public relation merupakan pendekatan yang sangat

strategis dengan mengunakan konsep konsep komunikasi.

Jadi, Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Humas
(Public Relations) adalah seni mmencipatakan pengertian publik yang lebih baik
sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau
organisasi dan berfungsi untuk memahami dan mengevaluasi berbagai opini publik

atau isu public yang berkembang terhadap suatu organisasi/perusahaan.

2.3.  Fungsi dan Peran Humas (Public Relatios)

2.3.1. Fungsi Public Relations Menurut Bertrand R. Canfield adalah:

a. Mengabdi pada kepentingan umum : jika tidak ada kepentingan publik, baik
internal maupun ekternal, tidak mungkin akan tercipta hubungan yang
menyenangkan. Sebaliknya, suatu badan/perusahaan dapat sukses apabila segala
tindakan merupakan pengabdian kepada kepentingan umum.

b. Memelihara komunikasi yang baik : seseorang pemimpin yang melakukan
kegiatan public relations akan berhasil dalam kepemimpinannya apabila ia ikut
bergaul dengan para karyawannya.

c. Menitiberatkan pada modal dan tingkah laku yang baik: seseorang pemimpin
yang baik dalam tingkah lakunya akan mementingkan moralitas, ia akan
mempuyai wibawa apabila tidak cacat moral dan tingkah lakunya, ia juga harus

menjadi teladan bagi bawahannya.

Dengan demikian adapun Fungsi Public Relations bila dikaitkan dengan
proses manajemen, maka public relations merupakan suatu fungsi manajemen yang
menilai sikap publik, menunjukan sikab kebijaksanaan dan prosedur dari seseorang
atau sebuah perusahaan atau dasar kepentingan publik, dan merencanakan serta

menjalankan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan penerimaan yang baik

dari publik.
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2.3.2. Peran Public Relations
Menurut Rosady Ruslan (2005), sebagai berikut :

a. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang
diwakili oleh publik.

b. Membina relationship, yaitu berupanya membina hubungan positif dan saling
menguntungkan dengan pihak publik.

c. Peranan back up pariwisata, yaitu sebagai pendukung dalam fungsi pariwisata
organisasi atau perusahaan.

d. Membentuk corporate image, artinya peranan humas berupaya menciptakan citra
bagi organisasi atau lembaganya.

Sedangkan menurut Dozier dan Broom (2000) , adapun peranan public
relations adalah sebagai berikut :

a. Penasihat Ahli (Expert Prescriber)

Seorang praktis public relations yang berpengalamanan dan memiliki
kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah
hubungan dengan publik.

b. Fasilator Komunikasi ( Comunication Facilitator)

Praktisi public relations bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk
membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan
dan diharapkan oleh publiknya.

c. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator)
Peranan praktisi Public Relations dalam proses pemecahan masalah merupakan
bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan
organisasi baik sebagai penasihat (adviser), hingga mengambil tindakan eksekusi
(keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara

rasional dan profesional.
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11

Tujuan Humas (Public Relations)

Diketahui secara teoristis, adapun pembagian tujuan humas berdasarkan

kegiatannya ada 2, yaitu :

a. Internal Public Relations

1.

Mengadakan suatu penilaian terhadap sikap tingkah laku dan opini publik
terhadap perusahaan, terutama sekali ditunjukan kepada kebijaksanaan
perusahaan yang sedang dijalankan.

Mengadakan suatu analisa dan perbaikan terhadap kebijaksanaan yang sedang
dijalankan, guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan dengan tidak
melupakan kepentingan publik.

Memberikan penerangan kepada publik karyawan mengenai suatu kebijakan
perusahaan bersifat objektif serta menjelaskan mengenai perkembangan
perusahaan tersebut. Dimana pada tahap selanjutnya diharapkan publik
karyawan tetap well inform.

Merencanakan bagi penyusunan suatu staff yang efektif bagi penugasan yang

bersifat internal public relations dalam perusahaan tersebut.

b. External Public Relations

l.
2.

Memperluas langganan atau pemasaran
Memperkenalkan sesuatu jenis hasil produksi atau gagasan yang berguna bagi

publik dalam arti luas

3. Mencari dan mengebangkan modal

Memperbaiki citra perusahaan terhadap pendapat masyarakat luas, guna
mendapatkan opini publik yang positif.

Dengan demikian, Tujuan Humas pada intinya adalah mewujudkan dan

memelihara hubungan saling percaya dengan publik dalam rangka menjalin kerja

sama yang baik.
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2.5. Kegiatan Humas (Public Relations)
2.5.1. Internal Public Relations
Internal Public Relations, dimaksudkan salah satu bentuk kegiatan dari
public relations yang menitiberatkan kegiatannya kedalam. Istilah kedalam
maksudnya kegiatan tersebut hanya berlaku kepada bentuk hubungan dengan publik
yang ada dalam instansi atau perusahaan tersebut. Pengertian publik juga dalam hal
ini dibatasi kepada pengertian sekelompok individu yang terlibat pada suatu
kegiatan, dan diikat oleh satu perhatian dan kepentingan guna mencapai satu tujuan.
Berdasarkan uraian yang ada, maka bentuk bentuk kegiatan internal public relations
dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Hubungan dengan publik karyawan (employee Relations)
Merupakan salah satu bentuk dari kegiatan internal public relations yang
menitiberatkan dengan karyawan atau publik karyawan.
b. Hubungan Manusiawi (Human Relations)
Adalah salah satu bentuk dari kegiatan internal public relations yang
menitiberatkan kepada hubungan yang bersifat manusiawi. Dengan kata lain
perkataan kegiatan internal public relations dimaksudkan disini merupakan
usaha untuk menciptakan hubungan yang bersifat manusiawi antara seorang
manajer perusahaan dengan Publik karyawan.
c. Hubungan dengan Publik Buruh
Adalah salah satu bentuk dari kegiatan internal public relations yang disrehkan
kepada usaha untuk memelihara hubungan antara manajer dengan publik buruh.
d. Hubungan dengan Publik Pemegang Saham (Stockholder Relations)
Adalah salah satu bentuk kegiatan internal public relations yang diarahkan bagi
usaha untuk menciptakan saling pengertian kerjasama antara publik pemegang

saham dengan manajemen yang dijalankan oleh perusahaan.
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2.5.2. External Public Relations

External Publik Relations adalah salah satu bentuk dari kegiatan publik

relations yang ditunjukan kepada publik yang berada diluar perusahaan atau instansi.

Didalam prakteknya, external public relations ini bertujuan untuk mencari serta

mendapatkan dukungan dari publik yang berada diluar perusahaan tersebut.

Adapun kegiatan external public relations antara lain :

a.

Hubungan dengan Press (Press Relations)

Merupakan salah satu bentuk kegiatan external public relations yang ditunjukan
kepada pihak pers. Dalam prakteknya tujuan kegiatan press relations ini adalah
memeberikan informasi mengenai sesuatu kegiatan yang dilakukan perusahaan
melalui pers dimana pada tahap selanjutnya pers akan menyearkan informasi
tersebut melalui pemeritaannya kepada masyarakat luas.

Hubungan dengan Pihak Pemerintah (Goverment Relations)

Adalah salah satu bentuk kegiatan external pulic relations yang ditunjukan
kepada kegiatan menyelenggarakan hubungan dengan pihak pemerintah.
Hubungan denga Publik Pelanggan (Costumer Relations)

Merupakan salah satu bentuk kegiatan external public relations yang kegiatannya
diarahkan kepada menciptakan hubungan kepada pemakaian jasa atau publik
konsumen.

Hubungan dengan Masyarakat (Community Relations)

Merupakan salah satu bentuk kegiatan external public relations yang ditunjukan
kegiatannya kepada usaha untuk menciptakan hubungan dengan masyarakat luas.
Salah satu bentuk komunukasi yang digunakan adalah Public Speaking :

Public Speaking adalah salah satu bentuk dan teknik komunikasi yang
mendukung kegiatan public relations didalam organisasi. Kegiatan public
speaking cukup luas digunakan untuk kegiatan berbagai public relations. Secara
sederhana, kegiatan public speaking adalah kemampuan berbicara didepan

sejumlah orang. Proses komunikasi kegiatan public speaking dapat berbentuk



14

komunikasi langsung dan bermedia, tergantung dari jumlah sasaran atau target
khalayak .

Hubungan dengan Pihak Pengedar (Supplier Relations)

Merupakan salah satu dari kegiatan external public relations yang ditunjuk
kepada menyelengarakan hubungan dengan pihak pengecer.\

Hubungan dengan Pihak Pendidikan ( Educations Relations)

Merupakan salah satu bentuk kegiatan external public relations, yang kegiatannya
ditunjukan kepada hubungan publik sekolah. Tujuan external public relations ini
dalam menyelengarakannya hubungan dengan pihak pendidikan dapat mempuyai
arti adalah bertujuan untuk memberi bantuan secara khusus kepada pengebangan

bidang pendidikan.



BAB3
GAMBARAN UMUM PRAKTEK KERJA NYATA

3.1. Gambaran Praktek Kerja Nyata

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPEMASDES) adalah
unsur pendukung otonomi yang dipimpinn oleh seorang kepala badan dibawah
tanggung jawab bupati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember. Didirikan berdasarkan peraturan bupati jember Nomor 44 Tahun 2016
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 120 Undang-Undang 32 tahun 2004
tentang pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdaya
guna dalam wupaya peningkatan penyelengaraan pemerintah, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatyang nyata, dinamis dan
tanggung jawab di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka perlu
dibentuk organisasi tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tugas Dinas Pemberdayaan  Masyarakat dan Desa adalah
menyelenggarakan urusan pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat.  Sasaran  program  DISPEMASDES adalah terbentuknya
kesejahteraaan dan penanggulangan kemiskinan masyarakat Tahun 2009-2014
DISPEMASDES terdapat pada agenda yang dua yaitu, memperluas lapangan
kerja bagi masyarakat, kependudukan transmigrasi, meningkatkan efektivitas
kemiskinan dan kesejahteraan serta memperdayakan ekonomi rakyat.

Implementasi startegi pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan-
kebijakan sebagaimana dituangkan di dalam program-program atau kegiatan
klaster pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kemampuan dan
pendapatan masyarakat miskin dengan pendekatan partisipasif berdasarkan
kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan

pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat ydan berkelompok yang bertujuan untuk

15
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mengebangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin

dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip masyarakat

3.2.  Struktur Organisasi

Kata organisasi berasal dari istilah Yunani oragon dan istilah Latin
oraganun yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Dalam literature dewasa
ini, arti organisasi beraneka ragam, tergantung dari sudut mana ahli bersangkutan
melihatnya. Walupun demikian, perbedaaan arti tersebut dapat kita golongkan
kedalam salah satu dari dua pendapat mengenai organisasi tersebut.

James D. Mooney mengatakan, organisasi adalah bentuk setiap
perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut
Chester 1. Barnard member pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari
aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Bila dibandingkan kedua pendapat tersebut, sebernarnya tidak ada
perbedaan yang hakiki karena James D. Mooney melihat organisasi itu sebagai
suatu “badan” di mana terdapat suatu perserikatan manusia untuk mencapai suatu
tujuan bersama, sedangkan Chester 1. Barnard melihat organisasi itu merupakan
suatu “susunan skematis” di mana tergambar “sistem dari pada aktivitas kerja
sama”. Dengan kata lain, masing-masing melihat organisasi itu dari suatu segi.

Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau hubungan antara tiap
bagian serta poisisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam
menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan
diingikan. Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya pembagian kerja dan
bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Serta
menurut pola hubungan kerja, serta lalu lintas wewenang dan tangung jawab,
maka bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Bentuk organisasi garis
b. Bentuk organisasi fungsional
c. Bentuk organisasi garis dan staf

d. Bentuk organisasi fungsional dan staf
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Bentuk struktur organisasi yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Jember adalah struktur organisasi yang berbentuk
fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F. W. Taylor, di mana segelintir
pimpinan tidak mempuyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang
memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungan dengan
fungsi atasan tersebut.

Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling
umum digunakan oleh suatu organisasi. Di mana kekuasaan pimpinan
dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan dibawahnya dalam satu
bidang pekerjaan. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional
ini dilakukan berdasarkan masing-masing tugas dan fungsinya. Seperti gambar

3.1:
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 44 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS! DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Jember.
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Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember 2019
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3.2.1. Penjelasan Susunan Struktur Organisasi pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
Berikut uraian mengenai tugas dan fungsi masing-masing bagian yang
tergambar pada susunan organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Jember.
1. Sekretariat

Tugas dan Fungsi Sekretariat berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Jember

Nomor 44 Tahun 2016 yaitu :

a. Sekretariat ~mempunyai  tugas  merencanakan,  melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi:

1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi
kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi perlengkapan serta
urusan rumah tangga

2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan

3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

4) Pengelolaan kearsipan dinas

5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;dan

6) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

2. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian
Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan
paragraph ke-1 pasal 5 Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016 yaitu:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat,
penggandaan naskah dinas, kearsipan dinas.

2) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan.



3)
4)

5)

6)
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Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat.

Mempersiapkan ~ seluruh  rencana  kebutuhan  kepegawaian
menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya.

Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan
perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset
serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang
inventaris.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

1))

2)
3)

4)

S)

6)

Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, tata naskah
dinas dan tata kearsipan;

Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protocol

Pelaksanaan pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik
dinas

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran
dan perlengkapan

Pelaksanaan pengurusan kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain
milik dinas

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporannberdasarkan

paragraph ke-2 pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016 yaitu :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

1

2)
3)
4)

Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
program

Melaksanakan pengolahan data

Melaksanakan perencanaan program

Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

perundang-undangan;
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6)
7)
8)
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Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program
anggaran

Melaksanakan monitoring dan evaluasi

Melaksanakan penyusunan laporan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub

Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :

1))
2)
3)

4)
S)

6)
7)

8)

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Penyusunan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran (DPPA)

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional
dan Prosedur (SOP) di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. Sub Bagian Keuangan

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan berdasarkan paragraph ke-3 pasal 7

Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016 yaitu :

a) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1) Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji

pegawaianmelaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan

2) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan

3) Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset-aset

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat pada (1) Sub

Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
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1) Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan Barang Milik Negara/Daerah;

2) Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi
tanggung jawab dinas

3) Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pengawasan perkembangan review
anggaran

4) Pelaksanakan, pembinaan, penyusunan pertanggungjawaban keuangan

5) Pelaksanaan  koordinasi  kegiatan  verifikasi dan = bimbingan
pertanggungjawaban keuangan

6) Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan perbendaharaan Sistem Akuntansi
Keuangan

7) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesui dengan
bidang keahliannya.

b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh bupati.

c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh bupati
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesui peraturan perundang-

undangan.

6. Sub Bagian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Kemasyarakatan
a. Tugas dan Fungsi Umum
Tugas dan Fungsi Sub Bagian Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan
pasal 8 Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016 yaitu :
1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan program dan kegiatan Partisipasi Masyarakat dan

Sosial Budaya, Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan
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Kemiskinan, Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, dan

kerjasama bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian

Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakat Lainnya serta tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kemasyarakatan

mempunyaifungsi meliputi:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan  teknis  bidang
pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan

b. Penyusunan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang
pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan
kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan,
tingkat partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan,
pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya
masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam
pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah

c. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan keluarga dan
penanggulangan kemiskinan

d. Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan yang
meliputi  pemberdayaan = dan  penguatan  kelembagaan
kemasyarakatan di desa dan kelurahan, penyediaan dan
pemutakhiran data profil desa dan kelurahan

e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program
dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan
kemasyarakatan

f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
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b. Tugas dan Fungsi masing- masing seksi

1

b)

Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya

Tugas dan fungsi seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya

paragraph ke-1 pasal 9 peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016

yaitu :

Seksi Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas:

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan,
dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa dan
kelurahan

2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tingkat
partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan
lembaga adat dan pemandirian sosial budaya masyarakat

3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan,
perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah

4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai fungsi meliputi:

1) Pelaksanaan pembinaan pada masyarakat pedesaan dan kelurahan,
serta kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

2) Pendampingan dan fasilitasi peran partisipasi masyarakat di desa
dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial
budaya masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam
pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah

3) Pengawasan dan evaluasi gerakan gotong royong masyarakat
dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat

daerah
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4) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penangulangan Kemiskinan

Tugas dan fungsi seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penangulangan

Kemiskinan paragraph ke-2 pasal 10 peraturan Bupati Jember Nomor

44 Tahun 2016 yaitu :

a) Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan

b)

mempunyai tugas:

1

2)

3)

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
penanggulangan kemiskinan, verifikasi keluarga miskin,
peningkatan kualitas rumah kurang layak huni, dan
pendampingan penanggulangan kemiskinan bersama Perguruan
Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi
Kemasyarakat Lainnya

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan

mempunyai fungsi meliputi :

)]

2)

3)

Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan
keluarga dan penguatan kelembagaan TP-PKK daerah

Pendampingan dan fasilitasi kelompok kerja pelayanan
posyandu melalui Sekretariat Pokjanal Posyandu tingkat daerah
Pendampingan dan fasilitasi dalam rangka penanggulangan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan dhuafa,
verifikasi dan peningkatan kualitas rumah kurang layak huni

bagi keluarga miskin dan dhuafa
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4) pengawasan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan bersama
Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan
Organisasi Kemasyarakat Lainnya

5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

3) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan

Tugas dan fungsi seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan

paragraph ke-3 pasal 11 peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun
2016 yaitu :

a)

b)

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, mempunyai

tugas meliputi :

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di
desa dan kelurahan ;

2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pendampingan desa dan kelurahan bersama Perguruan Tinggi,
Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat
lainnya

3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan mempunyai

fungsi meliput:

1) Pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan

kemasyarakatan di desa dan kelurahan
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2) Pendampingan dan fasilitasi desa dan kelurahan bersama
Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan
Organisasi Masyarakat lainnya

3) Pendampingan dan fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran data
profil desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi

4) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

7. Sub Bagian Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

Desa

a.

Tugas dan Fungsi Umum

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Bidang Pengembangan Ekonomi dan

Teknologi Tepat Guna Desa pasal 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 44
Tahun 2016 yaitu :

1)

2)

Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan program dan kegiatan pengembangan ekonomi
masyarakat desa, pengembangan teknologi tepat guna berbasis
masyarakat, pengembangan desa berbasis teknologi informasi, dan
penumbuhan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis
potensi lokal bersama perguruan tinggi, lembaga pengabdian
masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya, serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna
mempunyai fungsi meliputi :

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa

b) Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang

pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa ;
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c) Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang
pelaksanaan pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat
desa, dan revitalisasi pasar desa

d) Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang
pelaksanaan pengembangan desa berbasis Teknologi Informasi ;

e) Penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang
pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan inovasi dengan
pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama
Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi
Masyarakat Lainnya

f) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program
dan kegiatan bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat
guna desa

g) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

b. Tugas dan fungsi masing- masing seksi
1) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa
Tugas dan fungsi seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa
paragraph ke-1 pasal 13 peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun
2016 yaitu :
a) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai
tugas:

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa

2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat dan
revitalisasi pasar desa

3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan

pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
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Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal

b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

1

2)

3)

4)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa
mempunyai fungsi meliputi: pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa

pendampingan dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan
mikro masyarakat desa dan revitalisasi pasar desa ;
pendampingan dan fasilitasi pengembangan ekonomi desa
berbasis potensi local

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

2) Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat

Tugas dan fungsi seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa

paragraph ke-2 pasal 14 peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun
2016 yaitu :

a) Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat

mempunyai tugas:

1

2)

3)

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal ;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pengembangan desa berbasis teknologi informasi

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
penumbuhan inovasi teknologi tepat guna berbasis masyarakat

desa dan kelurahan dengan keterlibatan Perguruan Tinggi,
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Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat
Lainnya

4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan
pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
gelar teknologi tepat guna berorientasi pasar dan padat karya

5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Pengembangan Tehnologi Tepat Guna Berbasis Masyarakat
mempunyai fungsi meliputi :

1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi tepat
guna berbasis potensi lokal

2) Pendampingan dan fasilitasi pengembangan desa berbasis
teknologi informasi

3) Pendampingan dan fasilitasi penumbuhan inovasi teknologi
tepat guna berbasis masyarakat desa dan kelurahan dengan
keterlibatan ~ Perguruan  Tinggi, Lembaga Pengabdian
Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya

4) Pendampingan dan fasilitasi kapasitas masyarakat desa dan
kelurahan dalam memanfaatkan Teknologi Tepat Guna yang
ramah lingkungan dan padat karya

5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

8. Sub Bagian Bidang Pengolahan Keuangan dan Kekayaan
a. Tugas dan Fungsi Umum
Tugas dan Fungsi Sub Bagian Bidang Pengolahan Keuangan dan
Kekayaan pasal 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016 yaitu :
1) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai tugas :
a) Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan

Pembinaan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa
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b) Menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/ petunjuk
teknis tentang pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa serta
Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa

¢) Menginventarisasi aset dan kekayaan desa

d) d. memfasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada pemerintahan
desa

e) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan
desa bagi pemerintah desa

f) Melaksanakan pengembangan BUM Desa melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai fungsi
meliputi :

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan
keuangan dan kekayaan desa;

b) Pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang
pengelolaan keuangan dan kekayaan desa serta bantuan keuangan
kepada pemerintahan desa

c) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan
kepada pemerintahan desa

d) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset dan
kekayaan desa

e) Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan desa

f) Pelaksanaan dan pengembangan BUM Desa

g) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

b. Tugas dan fungsi masing-masing seksi
1) Seksi Pengolahan Pendapatan dan Kekayaan Desa
Tugas dan fungsi seksi Pengolahan Pendapatan dan Kekayaan Desa

ke-1 pasal 16 peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016 yaitu :
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a) Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa, mempunyai tugas:

b)

1))

2)

3)

4)

5)
6)

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan,
pemanfaatan dan penatausahaan pendapatan dan kekayaan desa
Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana pembinaan dan
pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa

Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan
Pendapatan dan kekayaan desa

Memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan aset dan
Kekayaan desa

Melaksanakan pembentukan dan pembinaan BUM Desa

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa, mempunyai fungsi

meliputi :

1))
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset tanah kas desa
Pendampingan dan fasilitasi tukar guling dan pengadaan tanah kas
desa

Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan,
pemanfaatan dan penatausahaan Aset dan Kekayaan Desa
Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan
Keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa

Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan
BUM Desa

Pelaksanaan sosialisasi dan Inventarisasi Aset dan Kekayaan Desa
Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan
kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset dan
kekayaan desa dan pengelolaan keuangan yang bersumber dari
pendapatan asli desa

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
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2) Seksi Pengolahan Keuangan Desa

Tugas dan fungsi seksi Pengolahan Keuangan Desa paragraph ke-2

pasal 17 peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016 yaitu :

a)

b)

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:

1) Menyiapkan bahan  koordinasi  penyusunan pedoman
pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan keuangan desa
dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa

2) Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana pembinaan dan
pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan
kepada Pemerintahan Desa

3) Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan
Desa

4) Memfasilitasi dan memverifikasi penyusunan APBDes dan
Laporan Keuangan Desa

5) Memfasilitasi realisasi dan penyelesaian Permasalahan
Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada
Pemerintahan Desa

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi meliputi :

1) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan
keuangan kepada pemerintahan desa

2) Fasilitasi dan verifikasi RPJMDes, APBDes dan tukar guling
dan pengadaan tanah kas desa

3) Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan
keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa

4) Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan keuangan
desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa

5) Pelaksanaan pencairan dan bantuan keuangan kepada

pemerintahan desa
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6) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan
kebijakan pengelolaan keuangan desa dan bantuan keuangan
kepada pemerintahan desa

7) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

9. Sub Bagian Bidang Pemerintahan Desa

a. Tugas dan Fungsi Utama

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Bidang Pemerintahan Desa pasal 18

Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2016 yaitu :

1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

2)

a)

b)

c)

d)

merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
pembinaan dan penataan desa

menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/petunjuk
teknis penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan aparatur
penyelenggara pemerintahan desa

melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  penyelenggaraan
pemerintahan desa

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi meliputi :

a)
b)

c)

d)

Pelaksanaan Penataan Desa ;

Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan
pemerintahan desa

Pelaksanaan pembinaan Aparatur Penyelenggara Pemerintahan
Desa

Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa

Pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi tingkat perkembangan
desa melalui angka indeks membangun

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
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b. Tugas dan fungsi masing-masing seksi

1) Seksi Penataan dan Penyelengaraan Pemerintahan Desa

Tugas dan fungsi seksi Penataan dan Penyelengaraan Pemerintahan

Desa paragraph ke-1 pasal 19 peraturan Bupati Jember Nomor 44
Tahun 2016 yaitu :

a)

b)

Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

mempunyai tugas:

1) Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan
pelaksanaan penataan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

2) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan desa

3) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penataan dan penyelenggaraan pemerintahan
desa

4) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan
pemerintahan desa

5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

mempunyai fungsi meliputi :

1) Pelaksanaan Penataan dan Kodifikasi Desa

2) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi
pemilihan kepala desa, pembentukan BPD, pemekaran desa,
pemekaran dusun dan kerjasama desa

3) Pendampingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
penyelenggaraan pemerintahan desa

4) Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa

5) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa
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Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

2) Seksi Pembinaan Adminitrasi dan Aparatur Desa

Tugas dan fungsi seksi Pembinaan Adminitrasi dan Aparatur Desa

paragraph ke-2 pasal 20 peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun
2016 yaitu :

a) Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa mempunyai

tugas:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan
pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa
Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi
Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa
Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Administrasi dan
Pelanggaran disiplin Aparatur Penyelenggara Pemerintahan
Desa

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman, petunjuk
teknis, pelaksanaan dan evaluasi tingkat perkembangan desa
melalui indikator angka indeks membangun

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa mempunyai

fungsi meliputi :

1))
2)
3)

Pengembangan kapasitas aparatur desa

Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa
Pendampingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
administrasi desa dan pelanggaran disiplin  aparatur

penyelenggara pemerintahan desa
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4) Penyusunan konsep regulasi dan kebijakan tentang
pelaksanaan administrasi dan penataan aparatur desa

5) Penyusunan konsep Peraturan Bupati/Keputusan Bupati
tentang pengangkatan, pemberhentiaan dan teguran kepada
aparatur penyelenggara pemerintahan desa.

6) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi dan
kebijakan tentang pelaksanaan administrasi dan penataan
aparatur desa

7) Pendampingan dan fasilitasi evaluasi tingkat perkembangan
desa melalui indikator angka indeks membangun

8) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

10. UPT

1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3) UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
UPT.

5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi

UPT diatur dengan Peraturan Bupati
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33 Kegiatan Pokok Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Jember

Dalam menjalankan kegiatan pokok setiap instansi mempuyai kegiatan
yang berebeda beda. Kegiatan tersebut untuk mencapai suatu visi setiap instansi.
Kegiatan pokok yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
yaitu menjalakan bagian-bagian terkecil dari suatu pemerintah yang menangani
pemberdayaan masyarakat dan desa atau kelurahan yang berjumlah 22 Kelurahan
dan 226 Desa di Kabupaten Jember . Selain pemeberdayaan masyarakat dan desa,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menangani pembinaan aparatur
pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa

dan Kepala Urusan Keuangan Desa yang menjembatani aparatur desa.

3.4 Kegiatan Humas di Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember merupakan
instansi yang bergerak di bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam
sebuah organisasi/instansi/perusahaan biasanya public relations berdiri sendiri,
namun ada juga dibeberapa tempat, bidang humas (public relations) tidak berdiri
sendiri, seperti pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember yang dimana humas (public relations) tidak berdiri sendiri namun
bergabung dengan beberapa bidang yang ada disana. Humas atau Public Relations
ini merupakan tugas yang sangat penting di Di bidang Pemerintahan Desa karena
berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Public Relations ada dua macam
yaitu Internal Public Relatios dan External Public Relations.Salah satu bidang
yang melakukan kegiatan External Public Relations adalah Bidang Pemerintahan
Desa.

Bidang Pemerintahan Desa adalah Bidang yang bertangung jawab
langsung pada Kepala Dinas dan mempuyai tugas melakukan salah satu kegiatan
External Public Relations yaitu salah satunya kegiatan yang sedang dilakukan
adalah Sosialisasi Peraturan Bupati pada setiap desa di Kabupaten Jember.

Sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada setiap
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masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membantu

mengatasi masalah khususnya dalam pemilihan kepala desa .



BAB 5. KESIMPULAN

Hasil Praktek Kerja Nyata ini merupakan hasil yang diperoleh selama
melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Jember, dalam pelaksanaanya membantu Bidang
Pemerintahan Desa, khususnya mengetahui pelaksanaan Humas oleh bidang
Pemerintahan Desa untuk melakukan sosialisasi peraturan Bupati pada
masyarakat, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan sosialisasi oleh bidang pemerintahan desa mengunakan metode
sosialisasi secara langsung yang dilaksakan pada tanggal 10 April — 23 Mei 2019
dengan mensosialisakan mengenai, daftar calon kepala desa, syarat-syarat calon
kepala desa, dan tata cara pemilihan kepala desa yang dilakukan dengan cara
mengabungkan beberapa kecamatan menjadi satu kelompok sosialisasi dengan
melibatkan instansi pemerintah terkait sebagai sosialitator dan masyarakat sebagai
peserta sosialisasi. Bidang pemerintahan desa belum mengunakan media
elektronik dan internet secara maksimal karena terkendala masalah angaran
kegiatan, oleh karena itu bidang pemerintahan desa mengunakan sosialisasi secara
langsung.

b. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh bidang pemerintahan desa kepada
masyarakat kabupaten jember masih tergolong redah, di sebabkan masih banyak
masyarakat yang tidak mendapatkan informasi terkait peraturan bupati tentang
pemilihan kepala desa yang ada di kabupaten jember. Hal ini disebabkan karena
keterbatasan metode oleh bidang pemerintahan desa yang menyebabkan
sosialisasi menjadi tidak efektif dan masih kurangnya rasa ingin tahu masyarakat

terhadap perataturan bupati yang telah di sosialisasikan.
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